
Bogor, 23 November 2016

Disampaikan pada: 

Bimtek Pilkada Serentak 2017 bagi Penyelenggara Pemilu, Tim Kuasa Hukum 

Pasangan Calon dan Forum Pengacara Konstitusi
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“Ia selalu mengatakan
kepada si pemberi hadiah bahwa

dirinya tidak
perlu diberi hadiah karena ia

memiliki gaji. 
Yang 

perlu diberi hadiah adalah
rakyat yang susah

(Baharuddin Lopa, 1935-2001)
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ilPikiran

Ucapan

Tindakan
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Pernahkan anda ??? (dalam 3-6 bulan terakhir)

• Berjanji kepada diri sendiri  untuk melakukan sesuatu 

yang baik kemudian tidak melakukannya

• Memberikan sesuatu yg menurut anda itu diberikan 

dengan “ikhlas” namun sebenarnya anda ingin diingat 

oleh penerimanya.

• Membatalkan janji sepihak dan membuat alasan yang 

direkayasa
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Sejauh mana anda JUJUR
menjawab pertanyaan-pertanyaan 

tersebut  maka inilah awal memahami 

integritas yang sebenarnya
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Nilai-nilai Integritas

Perilaku berintegritas di antaranya (Carter, 1996) : 

• J_ _ _R

• K_ _ _ _ _ T _N ANTARA UCAPAN DAN TINDAKAN 

• K_ _ _ _ _ H _N TERHADAP PERATURAN DAN ETIKA 
BERORGANISASI SERTA KEPATUHAN YANG KONSISTEN 
PADA PRINSIP-PRINSIP MORAL YANG BERLAKU DI 
MASYARAKAT 

• B_ _ _ _ _ _ _ _ _G J_ _ _B ATAS TINDAKAN, 

KEPUTUSAN, DAN RESIKO YANG MENYERTAINYA 

• MENJADI T_ _ _ _ _ N DALAM BENTUK KEARIFAN 

DALAM MEMBEDAKAN BENAR DAN SALAH SERTA 
MENDORONG ORANG LAIN UNTUK MELAKUKAN HAL 
YANG SAMA 
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9 Nilai Integritas
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Beberapa contoh Kepatuhan Minimal

Komitmen 
Pimpinan (Tone 
from the Top)

Nilai-nilai 
Organisasi

Kode etik dan 
Perilaku 

Laporan 
Kekayaan

Konflik 
Kepentingan

Sistem 
Whistleblowing 

Pengendalian 
Gratifikasi 

Dan Sebagainya



VIDEO
DILARANG melihat lubang
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Sumber: http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf
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INDEKS PERSEPSI KORUPSI

CORRUPTION PERCEPTION 

INDEX

RANK SCORE

88/168 36/100
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Merintangi Proses 
KPK; 5; 1%

TPPU; 17; 3%

Perijinan; 20; 4%

Pungutan; 21; 4%

Penyalahgunaan 
Anggaran; 44; 8%

Pengadaan 
Barang/Jasa; 148; 

28%

Penyuapan; 271; 
52% 526

PenangananKorupsi oleh KPK Berdasarkan Jenis Perkara

http://acch.kpk.go.id/berdasarkan-jenis-perkara. Per 31 Agustus 2016

http://acch.kpk.go.id/berdasarkan-jenis-perkara
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100%24

560

....

?

Hakim

Menteri/Kepala Lembaga

Pemerintahan

Gubernur

Eselon I, II, III Anggota DPR/DPRD Duta besar

Conviction Rate

Sektor swasta

Komisioner

Sumber: acch.kpk.go.id

Statistic, 30 April 2016

Walikota/Bupati dan Wakil
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KORUPSI

1

6

2

3

4

7

5

Konflik

kepentingan dalam

pengadaan

Kerugian Keuangan Negara

Suap

Perbuatan

Curang Penggelapan dalam

Jabatan

Gratifikasi

Pemerasan

UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun

2001
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Penanganan Korupsi Berdasarkan Jabatan/Profesi

http://acch.kpk.go.id/berdasarkan-profesi/jabatan

4

7

14
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24

50
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119

129

142

1%

1%

2%

3%

4%

9%

12%

21%

23%

25%

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Duta Besar

Komisioner

Hakim

Gubernur

Kepala Lembaga/Kementerian

Walikota/Bupati dan Wakil

Lainnya

Anggota DPR dan DPRD

Eselon I / II / III

Swasta
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il• Pegawai Negeri

• Penyelenggara NegaraSubjek Hukum

• Hadiah

• JanjiPenerimaan

• UNTUK MENGGERAKKAN

• Melakukan/tidak melakukan dlm jabatan

• Yg bertentangan dg kewajibannyaTujuan
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il• Pegawai Negeri

• Penyelenggara NegaraSubjek
Hukum

• Hadiah

• JanjiPenerimaan

• SEBAGAI AKIBAT

• Melakukan/tidak melakukan dlm jabatan

• Yg bertentangan dg kewajibannyaTujuan
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il• Pegawai Negeri

• Penyelenggara NegaraSubjek
Hukum

• Menguntungkan diri sendiri/org lain

• Melawan hukumMaksud

• Memberikan sesuatu

• Membayar, potongan pembayaran, & 
mengerjakan sesuatu

• Menyalahgunakan kekuasaan

Memaksa
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#1. Panjang Tembok China diperkirakan membentang sejauh 21.196 KM
(4x jarak Jakarta – Papua)

#2. Dibangun selama 2000 tahun lamanya

#3. Tinggi 9 s.d 16 Meter

#5. ± 3 Juta pekerja paksa tewas pada proses pembangunannya

#4. Lebar: 5 Meter

DIBANGUN OLEH KAISAR QIN SHI HUANGDI SEBAGAI 
BARIKADE SUKU NOMADEN HSIUNG NU DARI CHINA UTARA.
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Dalam 100 tahun
pertama, musuh
berhasil masuk

sebanyak 3x. Bukan
dengan cara

dirubuhkan, namun
dengan cara memberi 
GRATIFIKASI kepada 

penjaga benteng
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Pengertian GRATIFIKASI

KBBI

• gra·ti·fi·ka·si n

• uang hadiah kpd
pegawai di luar gaji yg
telah ditentukan

Blacks Law Dictionary

• A gratuity; a recompense or 
reward for services or 
benefits, givenvoluntarily, 
without solicitation or 
promise

Pemberian dalam arti luas

Yakni, meliputi pemberian uang, barang, rabat

(discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket

perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan

wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas

lainnya. 

Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam

negeri maupun di luar negeri dan yang 

dilakukan dengan menggunakan sarana

elektronik atau tanpa sarana elektronik. 

(Penjelasan Pasal 12B UU No. 20 tahun 2001)

http://thelawdictionary.org/solicitation/
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Pasal 12B & 12C UU No. 20 
Tahun 2001 (UU Tipikor)

Pasal 16, 17, 18 UU No. 30 Tahun
2002 (UU KPK)

Peraturan KPK No. 2 Tahun 2014, 
Peraturan KPK No. 06 Th 2015 ttg
Pedoman Pelaporan dan
Penetapan Status Gratifikasi, dan

Pedoman Pengendalian
Gratifikasi

Peraturan K/L/O/P
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PELAPOR
AN

PIDANA

Pasal 12B & Pasal 12C UU 20/2001

Pasal 16-18 UU KPK
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Menolak Gratifikasi pada Kesempatan Pertama

Gratifikasi yg berhub dg jabatan & 
berlawanan dg kewajiban/tugas

Diterima secara langsung

Laporan penolakan di internal
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ilTidak diterima secara langsung;

Pemberi tidak diketahui

Ragu dengan kualifikasi gratifikasi

Kondisi tertentu

Upacara Adat, Budaya, Tradisi, 
Keagamaan
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PERLAKUAN TERHADAP GRATIFIKASI

GRATIFIKAS

I

WAJIB 

DILAPORKAN PADA 

KPK

TIDAK WAJIB 

DILAPORKAN PADA 

KPK

MILIK NEGARA

Gratifikasi dianggap

Suap:

• berhubungan dengan

jabatan , dan

• bertentangan dengan

tugas dan kewajiban

MENERIMA

Terpenuhinya keadaan

tidak dapat menolak

TOLAK

• Gratifikasi yang 

dianggap Suap, 

• diberikan langsung

MILIK PENERIMA

Tidak berhubungan dg 

jabatan & tidak

bertentangan dg tugas

dan kewajiban

GRATIFIKASI

DILAPORKAN 

INTERNAL
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The Truth About

“Tone from The TOP”
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SK Pimpinan KPK No. : KEP-411/01-13/06/2013 tanggal 03 Juni 2013 – Ditetapkan Milik Negara
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APA PERAN PENGACARA?
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Aksi Bersama Pencegahan Korupsi

Entitas
Publik

& Privat

Insiatif
Anti 

Korupsi

Bersih
& bebas
korupsi
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Alasannya

Korupsi/Suap/gratifikasi Melibatkan Dua

Pihak:

- Pihak yang meminta (demand) suap

(biasanya pihak yang memiliki

jabatan/kekuasaan)

- Pihak yang menawarkan (supply) 

biasanya pihak yang memiliki yang 

sebagai kekuatan untuk melanggar hukum

dan membeli kebijakan pemerintah.

Pemberantasan korupsi harus dilakukan

kepada kedua belah pihak (pihak yang 

meminta dan pihak yang menawarkan)
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Asymmetric Information *)

* when relevant information is known to some, but not to all parties involved

Seller Knowledge

Buyer Knowledge
Gap 

Information

Seller’s product 
and service 
features, benefit 
and capabilities

Buyer’s 
Application, 
Needs and 
Requirements

1. Makelar;
2. Broker;
3. Trader;
4. Gatekeeper;
5. Intermediaries
6. Markus , dlsb

0% 75% 100%
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Ethical Dilemma 

Ethical if  under 
right 
circumstances

Unethical
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Cost of Corruption

+

1. Biaya Eksplisit Korupsi
 Nilai uang yang dikorupsi, baik itu dinikmati sendiri maupun 

bukan (kerugian negara secara eksplisit)

2. Biaya Implisit Korupsi
 Biaya oportunita akibat korupsi, termasuk beban cicilan 

bunga di masa datang yang timbul akibat korupsi di masa 
lalu

3. Biaya Antisipasi Tindak Korupsi
 Biaya sosialisasi korupsi sebagai bahaya laten
 Reformasi birokrasi untuk menurunkan hasrat 

4. Biaya Akibat Reaksi Terhadap Korupsi
 Biaya peradilan (jaksa, hakim, dll)
 Biaya penyidikan (KPK, PPATK, dll)
 Policing costs (biaya operasional KPK, PPATK dll)
 Biaya proses perampasan aset di luar dan di dalam negeri

Cost of Corruption
(Pradipto, 2014)



D
o

k
u

m
e

n
 i
n

i 
ti
d

a
k
 d

ip
e
rk

e
n
a

n
k
a

n
 d

ip
e
rb

a
n

y
a

k
 u

n
tu

k
 k

e
p
e

n
ti
n

g
a

n
 k

o
m

e
rs

il

Etika Profesi



JIKA TIDAK MELAPORKAN

GRATIFIKASI?
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TERDAKWA DENGAN VONIS PASAL GRATIFIKASI 

(1)

No. Nama Jabatan Nomor Putusan Vonis

1. Gayus H.P. 

Tambunan

Pegawai Pajak 52 K/Pid.Sus/2013 tanggal 26 Maret 2013 8 tahun

2. Yugo Saldian Anggota DPRD 

Pangkalpinang

04/Pid.B/TPK/2011/PN.PKP tanggal 18 April 2012 4 tahun

3. Dhana 

Widyatmika

Pegawai Pajak 1540 K/Pid.Sus/2013 tanggal 9 Oktober 2013 13 tahun

4. Badaruddin 

Usman

Anggota DPRD 

Pangkalpinang

2218 K/Pid.Sus/2013 tanggal 19 Maret 2014 4 tahun
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TERDAKWA DENGAN VONIS PASAL GRATIFIKASI 

(2)

No. Nama Jabatan Nomor Putusan Vonis

5. Syamsu 

Marzuki

Mantan Karyawan PT. 

Timah (BUMN)

1761 K/Pid.Sus/2013 tanggal 24 April 2014 4 tahun

6. Kusniati Achar Mantan Anggota DPRD 

Pangkal Pinang

1740 K/Pid.Sus/2013 tanggal 24 April 2014 4 tahun

7. Malikul Amjad Mantan Wakil Walikota 

Pangkal Pinang

03/Pid/TPK/2014/PT Babel, tanggal 19 Mei 2014 4 tahun

8. Norani Anggota DPRD Kab. 

Bangka Induk periode 

2009-2014 dan mantan 

Anggota DPRD 

Pangkalpinang periode 

1999-2004

1774 K/Pid.Sus/2013 tanggal 7 November 2014 4 tahun
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TERDAKWA DENGAN VONIS PASAL GRATIFIKASI 

(3)

No. Nama Jabatan Nomor Putusan Vonis

9. Alfian Helmi Anggota DPRD 

Pangkalpinang 

periode 1999-2004

1780 K/Pid.Sus/2013 tanggal 7 November 

2014

4 tahun

10. Abdul Aziz 

Muhammadiya

h

Kepala Dinas 

Pertambangan Kab. 

Nunukan

1599 K/Pid.Sus/2014 tanggal 11 November 

2014,

9 tahun

11. I. Wayan 

Chandra

Bupati Klungkung 7/Pid.Sus.Tpk/2015/PN Dps tanggal 23 Juni

2015

15 tahun

12. Waryono

Karno

Sekjen ESDM 37/PID/TPK/2015/PT.DKI tanggal 10 Des 

2015

7 tahun



VIDEO
Negara Ha-ha-hi-hi, Puisi: Gus Mus
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TERIMAKASIH

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Gedung Merah Putih
Jl. Kuningan Persada Kav. 4

Jakarta Selatan 12980

Telp. 021-2557 8440, 

Fax : 021-5289 2448

www.kpk.go.id/gratifikasi
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http://www.kpk.go.id/gratifikasi

